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MOTTO

Ada kemungkinan "jalan itu bisa panjang dan sukar, tetapi dengan kemauan yang
keras, menjadi jalan menuju ke kemenangan".

(PT. Asuransi Jasa Indonesia, 1987)
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KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan Rahmat, Taufik,
dan Hidayahnya kepada penulis schingga penulis dapat menyelesaikan Laporan
Praktek Kerja Nyata yang dilaksanakan di PT. Asuransi Jasa Indonesia Cabang
Jember dengan judul "Pelaksanaan Pemungutan Atau Pemotongan PPh Pasal 21
Atas Karyawan Tetap PT. Asuransi Jasa Indonesia Cabang Jember".

Laporan Praktek Kerja Nyata ini disusun guna memenuhi salah satu
persyaratan akademis semester akhir dalam menyelesaikan pendidikan pada Diploma
I1I Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Jember.
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penulis ngin mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang
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Fakultas [lmu Sosial Dan limu Politik Universitas Jember.

V8]

Bapak Drs. Achmad Toha, M.Si selaku Ketua Program Studi Diploma 11
Perpajakan Fakultas llmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Jember sekaligus
Dosen Wali penulis selama menjadi Mahasiswi di Diploma Il Fakultas llmu
Sosial Dan [Imu Politik Universitas Jember.

4. Bapak Untung Suprapto, SE selaku Pimpinan PT. Asuransi Jasa Indonesia

Cabang Jember.

Vi


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

5. Bapak Suyatno, SH selaku Kepala bagian Tehnik PT. Asuransi Jasa Indonesia
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6. Bapak H. Sulaiman Samud selaku Kepala Bagian Keuangan PT. Asuransi Jasa
Indonesia Cabang Jember.

7. Tbu Tri Puspiyaningsih selaku Seksi Administrasi keuangan PT Asuransi Jasa
Indonesia Cabang Jember.

8. Seluruh Staf dan Karyawan PT. Asuransi Jasa Indonesia Cabang Jember.
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memberikan motivasi baik lahir maupun batin dalam suka maupun duka.

10. Sahabat-sahabatku vyanti, dini, ratna. indah terima kasih atas semua dukungan
vang telah kalian berikan selama ini kepada penulis.

11. Semua teman-temanku di Diploma l11 Perpajakan, Khususnya kelas B.

Di dalam penyusunan laporan Praktek Kerja Nvata ini penulis menyadari
masih banvak kekurangan dan Kkesalahan, meskipun penulis telah berusaha
semaksimal mungkin. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran dari
semua pithak yang sifatnya membangun dan mendidik demi kesempurnaan hasil
laporan Praktek Kerja Nvata ini

Akhirnya, dengan segala kebaikan dan kemurahan hati-Nya penulis berharap
semoga tulisan ini mendatangkan mantfaat yang besar baer para pembaca dan bagi

penulis sendiri

Jember, 16 judi 2002
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[ URIVERSITIS Jenpep

BAB I
PENDAHULUAN ' R

1.1 Latar Belakang.

Pajak penghasilan merupakan salah satu jenis pajak yang dikelola dan
dipungut oleh pemerintahan pusat, yang secara operasional hal ini dilakukan oleh
Direktorat Jendral Pajak Departemen Keuangan. Pajak penghasilan yang dikenal
dengan singkatan PPh merupakan pajak yang dikenakan terhadap Subvek Pajak atas
penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam suatu tahun pajak. Hal ini berarti
Subyek Pajak tersebut akan dikenakan pajak bila menerima atau memperoleh
penghasilan darimanapun dan Subyek Pajak tersebutlah yang termasuk dalam sebutan
Wajib  Pajak. Pajak Penghasilan merupakan pengganti sekaligus sebagai
penggabungan dari Pajak Pendapatan (PPd), Pajak Perseroan (PPs) serta pajak atas
Bunga, Deviden, Royalti (PBDR) yang telah dikenal sebelum dilakukan reformasi
perpajakan tahun 1983. Dengan adanya reformasi perpajakan vang dilakukan
Pemerintah Pusat im baik pada tahun 1983 atau tahun 1994 yang lalu, telah dilakukan
penyerderhanaan namun dipertegas tentang Pajak Penghasilan. Hal ini dimaksudkan
agar masyarakat lebih mudah memahami serta melaksanakan kewajiban yang
berhubungan dengan pajak penghasilan.

Pengenaan Pajak Penghasilan di Indonesia baik terhadap masyarakat
Indonesia sendiri (sehagai orang pribadi atau badan) maupun terhadap masyarakat
dari negara lain (juga sebagai orang pribadi atau badan), memiliki dasar hukum yang
cukup kuat. Ini tidak terlepas dari sendi kenegaraan kita yang diatur dalam pasal 23
ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan “Segala pajak untuk keperluan negara
berdasarkan undang-undang™ Untuk itu, sejalan dengan semangat konstitusi dan

reformasi perpajakan sejak tahun 1983 vang lalu telah dikeluarkan undang-undang

nomor 7 tahun 1983 yang berlaku sejak 1 januari 1984, sehingga undang-undang

tersebut lebih dikenal pula dengan nama undang-undang PPh 1984, kemudian dengan
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Undang-undang nomor 7 tahun 1991 telah dilakukan perubahan atas undang-undang
nomor 7 tahun 1984,

Selanjutnya dengan semakin pesatnya perkembangan sosial ekonomi sebagai
hasil pembangunan nasional dan globalisasi diberbagai bidang, disadari bahwa
banyak bentuk-bentuk: dan praktek penyelenggaraan kegiatan usaha yang aspek
perpajakannya belum diatur atau belum cukup diatur. Selain itu, undang-undang
pajak penghasilan tahun 1984 dan tahun 1991 belum sepenuhnya menampung amanat
dalam Garis-garis Besar Haluan Negara. Sehingga pada tahun 1994 yang lalu,
dilakukan lagi perubahan atas undang-undang pajak penghasilan terdahulu dengan
undang-undang nomor 10 tahun 1994 dengan maksud untuk lebih mencapai
kesempurnaannya.

Adapun macam-macam dari Pajak Penghasilan adalah sebagai berikut :

1. Pajak Penghasilan pasal 21

2. Pajak Penghasilan pasal 22
3. Pajak Penghasilan pasal 23
4. Pajak Penghasilan pasal 24
5. Pajak Penghasilan pasal 25
6. Pajak Penghasilan pasal 26

Berdasarkan pemikiran diatas. maka penulis membut laporan hasil Praktek
Kerja Nyata penubis dengan judul “PELAKSANAAN PEMUNGUTAN ATAL
PEMOTONGAN PPH PASAL 21 ATAS KARYAWAN TETAP PT. ASURANSI
JASA INDONESIA CABANG JEMBER™
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1.2 Tujuan dan Kegunaan Praktek Kerja Nyata.

1.2.1 Tujuan dilaksanakannya Praktek Kerja Nyata.

. Mengetahui secara jelas tentang pelaksanaan pemungutan atau pemotongan PPh
pasal 21 atas karyawan tetap di PT. Asuransi Jasa Indonesia Cabang Jember

1.2.2 Kegunaan dilaksanakannya Praktek Kerja Nyata.

. Untuk memperoleh pengalaman yang praktis dalam dunia kerja mengenai
pelaksanaan pemungutan atau pemotongan PPh pasal 21 atas karyawan tetap PT.
Asuransi Jasa Indonesia Cabang Jember.

2. Dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi penulis dalam menerapkan dan
mengemukakan teori yang diperoleh selama di bangku kuliah terutama vang
berkaitan dengan masalah perpajakan dan mengetahui  secara langsung
pelaksanaan pemungutan atau pemotongan PPh pasal 21 atas karyawan tetap PT.
Asuransi Jasa Indonesia Cabang Jember.

3. Untuk memenuhi salah satu persyaratan kelulusan dalam menyelesaikan
Program Studi Diploma Ill Perpajakan Fakultas llmu Sosial dan llmu Politik

Universitas Jember.
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BAB 11 ’
GAMBARAN UMUM PT. ASURANSI JASA INDONESIA CABANG JEMBER—

2.1 Sejarah singkat PT. Asuransi Jasa Indonesia

PT. Asuransi Jasa Indonesia adalah BUMN yang bergerak di bidang asuransi
kerugian sehingga menjadi satu-satunya perusahaan asuransi kerugian milik negara
diantara 65 perusahaan asuransi kerugian lainnya yang ada dalam industri asuransi
kerugian di Indonesia.

Sejarah perusahaan mencatat pula sering kali terjadi perubahan-perubahan
dari sejak terjadinya nasionalisasi perusahaan asing pada tahun 1961 — 1973,

Usaha asuransi kerugian sebenarnya telah terselenggara di Indonesia sejak
masa kolonial Belanda. Kala itu usaha-usaha Belanda di bidang perkebunan
mengalami  kemajuan, sehingga perlu dirasakan  mendapat proteksi dalam
menghadapi  resiko  kerugian, khususnya akibat kebakaran. Maka sejumlah
perusahaan asuransi didirikan di Jakarta. Setelah Indonesia merdeka, asuransi
kerugian milik Belanda ini mulai diambil alih oleh pemerintah, antara lain °
V. Nederlandsche Llvod, menjadi Perusahaan Negara Asuransi Kerugian

IKANUSA kemudian EKANUSA dan dalam tahun 1945 menjadi Perusahaan
Necgara Asuransi Kerugian JASA ANEKA .

2 NV Assurantie Maatshappy  1e  Nederlanden  Van  tahun 1945 menjadi
Perusahaan Negara Asuransi Kerugian AIKA CHANDRA kemudian EKA
CHANDRA dan dalam tahun 1965 menjadi Perusahaan Negara Asuransi
Kerugian JASA ANEKA.

Selama perjuangan Dwikora, dua perusahaan asuransi kerugian milik Inggris
vakni SEMARANG SEA dan FIRE INSERANCE COMPANY LTD dan OCEAN
ACCIDENT dan GUARANTEE CORPORATION diambil alih pula oleh Indonesia.
Semua perusahaan swasta nasional vaitu Asuransi Kritabhaya digabung atau dilebur
dalam Perusahaan Negara Asuransi kerugian JASA SAMUDRA.
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Tahun 1966 Perusahaan Negara Asuransi Kerugian JASA ANEKA dan
Perusahaan Negara Asuransi Kerugian JASA SAMUDRA digabung memnjadi P1.
Asuransi Bendasraya, dan tahun 1967 Pemerintah Indonesia telah mendirikan sebuah
Asuransi lainnya dengan nama PT. UMUM INTERNASIONAIL, UNDER-WRITERS
vakni telah melakukan penutupan direct bussines khusus untuk valuta asing sedang
PT. Asuransi Bendasraya melakukan penutupan Asuransi khususnya dalam mata
uang rupiah.

Repelita 1T dimulai tahun 1989 dengan sasaran utama stabilitas dan
rehabilitasi merupakan tonggak sejarah dalam pembangunan Indonesia menuju
masyarakat adil makmur. Melihat suksesnya Repelita I, pemikiran diarahkan lagi
pada perencanaan Repelita 11.

Repelita 1l ini meneruskan tahap rehabilitasi, sementara industrialisasi
mendapat perhatian khusus. Telah diperkirakan bahwa Repelita 11 tidak akan berhasil
tanpa didukung bidang ekonomi vang kuat. Salah satu unsurnya ialah perlindungan
dengan asuransi. Atas dasar pemikiran ini. Pemerintah menganggap perlu
meningkatkan sektor asuransi nasional dan memberikan proteksi bagi proses
pembangunan  Berdasarkan ‘lap MPRS tahun 1966, kedua perusahaan asuransi
kerugian milik negara disatukan (dimerger) dalam satu badan hukum baru dengan
nama resmi Pl Asuransi Jasa Indonesia Penvatuan tersebut dilaksanakan dalam
rangka pelaksanaan surat keputusan Menten Keuangan RI nomor 764/MK/IV/1972
tanggal Y Desember 1982 Jo PP No 1071973 (1.N 19-1973) sesuai pasal S ayat 2

PT  Asuransi Jasa Indonesia bergerak pada bidang jasa asuransi Kerugian
meliputi pertanggungan langsung segala jenis asuransi kerugian seperti kebakaran,
alau properti, pengangkutan, kerangka kapal, kendaraan bermotor, engineering,
kecelakaan din dan lain-lain. Pertanggungan tidak langsung ( Reasuransi, Retrocessi,
dan Koasuransi).

Modal dasar perseroan adalah Rp.15.000.000.000.00 terbagi atas saham

prioritas 3000 lembar, saham biasa 12.000 lembar dengan nilai nominal perlembar
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sebesar Rp 1.000.000,00. Anggaran dasar Pl Asuransi Jasa Indonesia akta Notaris
Moch. Ali No.1 tanggal 2 Juni 1973.

2.2 Struktur Organisasi dan Personalia

Struktur organisasi merupakan tempat dimana keeiatan manajemen
dijalankan. Yang mana stuktur organisasi ini disesuaikan dengan sifat dan
kompleksnya tugas-tugas yang diembannya.

Tercapainya tujuan perusahan sangat ditentukan oleh struktur organisasi,
karena gerak dan langkah yang diambil oleh perusahaan tidak akan menyimpang dari
ketentuan yang telah direncanakan sebagai asas dan tujuan perusahaan. Semakin jelas
struktur organisasi maka semakin jelas pula tugas serta kedudukan masing-masing
anggota dalam perusahaan. Hal ini akan menghindarkan perusahaan dari
kesimpangsiuran dan tumpang tindihnya pekerjaan. Struktur organisasi akan
menambah kejelasan pelimpahan wewenang dan tanggung jawab baik keatas maupun
kebawah, dimana hal ini dituangkan pada bagan organisasi. |

Struktur organisasi Kantor Cabang Asuransi Indonesia harus mencerminkan
struktur organisasi kantor pusat dan mendapatkan pengesahan dari Direksi PT.
Asuransi Jasa Indonesia dari 4 kantor cabang yang ada di Indonesia. Diseluruh
Indonesia terdapat 4 kantor perwakilan yang dikategorikan Kantor Daerah Operasi
(KDO), sedangkan Kantor Cabang di seluruh wilayah Republik Indonesia terdapat
sehanyak 45 buah vang mana dikategorikan schagai Kantor Operasi atau Sales Office
(SO).

PT. Asuransi Jasa Indonesia Cabang Jember termasuk dalam kategori sales
office (SO) artinya dibawah Kantor Cabang Kantor Daerah Operasi (KDO). Kantor
KDO contohnya Surabaya dan SO Jember dibawah KDO Surabaya. Dimana dalam
jenjang teratas dari organisasi ini adalah Kepala Cabang (SO Jember).

Bentuk organisasi yang digunakan oleh PT. Asuransi Jasa Indonesia Cabang

Jember adalah bentuk organisasi garis dimana semua karyawan bertanggung jawab

penuh pada bidang kerjanya yang dibawah pengawasan suatu jenjang yang setingkat
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diatasnya. Struktur organsisai akan sangat mempengaruhi tugas dan tanggung jawab

yang ada dalam perusahaan.

Struktur organisasi PT. Asuransi Jasa Indonesia baik pusat maupun Kantor Cabang
(Jember) dapat dilihat sebagai berikut :

Direktur Utama

Divisi pemasaran

Direktur Supervisi 1

Direktur Supervisi 11

Direktur Supervisi 111

Direktur Supervisi TV

Div Under writing
Div Kaliam
Div. Reasuransi

Div. SDM
Unil sekretarial

Div. Pembinaan
Div. pengembangan
Pemasaran

kantor cabang

Gambari | Struktur Organsisasi P1. Asuransi Jasa Indonesia Kantor Pusat
Sumber data : PT. Asuransi Jasa Indonesia Cabang Jember

KEPALA CABANG

i

|

Kasi Produksi

i

Karvawan

l

Kasi Keuangan

!

|

| (I

Kliaim

Karvawan

Kasir

Gambar 2 Struktur Organisasi PT. Asuransi Jasa Indonesia Cabang Jember
Sumber data : P'I. Asuransi Jasa Indonesia Cabang Jember.
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Tugas dan tanggung jawab masing-masing jenjang dalam struktur organisasi tersebut

diatas adalah sebagai berikut -
A. Kepala Cabang

1.
2.
3

Nama Jabatan . Kepala Cabang
Bertanggung 1awah kepada - Direksi
Membawahi

a. Kepala Seksi Produksi (Kasi Produksi)
b. Kepala Seksi Keuangan (Kasi Keuangan)

Ringkasan tugas

Mewakili direksi di wilayah operasinya.

Memimpin, mengkoordinir, dan menggerakkan seluruh aparatur kantor
cabang untuk mencapai sasaran yang telah ditentukan oleh kantor
cabang, baik yang menyangkut produksi, klaim, administrasi atau

keuangan, tertib personalia dan lain-lainnya.

Uraian tugas

Secara umum sebagaimana tertera pada instruksi direksi operasi tanggal 5

September 1984, Untuk itu pelaksanan kerja dalam Kantor Cabang

memimpin dan mengawasi pelaksanaan kerja karyawannya.

a.

Bertanggun jawab atas pencapaian produksi dengan hak menggerakkan
seluruh aparatur pemasaran serta under writing dan survevor

Mengawasi penyelenggaraan survey pra-asopasi maupun intern (selama
pertanggungan berjalan ) sedemikian rupa berjalan sesuai manual survey
vang berlaku.

Meneliti setiap klaim dengan hak menggerakkan seluruh aparatur klaim
cabang sedemikian rupa sehingga klaim dapat diuraikan secara jelas
sesual manual klaim vang berlaku.

Mengawasi pelaksanaan pembukuan Kantor Cabang sedemikian rupa

sehingga setiap saat dapat diketahui hasil usaha cabang serta kekayaan

dan kewajiban kantor cabang.
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e Bertanggung jawab atas penagihan premi-premi serta tagihan cabang

lainnya termasuk menyelenggarakan pembukuan kantor cabang
sedemikian rupa sehingga setiap saat dapat diketahui besar hasil usaha,
kekayaan atau hak dan kewajiban kantor cabang.

Memimpin pejabat dan karyawan dilingkungan kantor cabang
sedemikian rupa sehingga tercipta suasana kerja yang harmonis, gairah,
dan berdaya guna serta berhasil guna yang tinggi.

Bertanggung jawab atas penggunaan pasaran cabang secara daya guna
dan berhasil guna

6. Wewenang

a. Menetapkan aseptasi sampai jumlah limit yang diberikan serta

menandatangani polis atau nota dan kwitansi kantor cabang dengan hak
subsitusi dan mendelegasikan sebagai limit tersebut pada Kasi Produksi.
Menunjukkan Loss Adjuster Ekstern atau Klaim Surveyor kemudian
menetapkan keputusan atau suatu pengajuan klaim disetujui atau ditolak
dengan memperhatikan temuan atau analisa pada Lass Adjuster sampai
Jumlah limit yang diberikan.

Menandatangani surat-surat yang berkaitan dengan Bank bersama-sama
dengan pejabat lainnya.

Memberikan teguran pada karyawan apabila tidak bekerja dengan baik

dan benar

7. Kewajiban

a.

Meneruskan kepada kantor pusat berikut survey report berkas-berkas
pertanggungan yang akan ditutup atau diperpanjang vang berada diatas
limit akseptasi kantor cabang, disertai pendapat dan saran.

Meneruskan berkas klaim yang berada diatas limit kantor cabang disertai
Loss Adjuster, pendapat dan saran.

Membuat laporan untuk kantor cabang sesuai dengan sistem kantor

cabang.
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€.

Bertanggung jawab atas penagihan premi-premi serta tagihan cabang
lainnya termasuk menyelenggarakan pembukuan kantor cabang
sedemikian rupa sehingga setiap saat dapat diketahui besar hasil usaha,
kekayaan atau hak dan kewajiban kantor cabang.

Memimpin pejabat dan  karyawan dilingkungan kantor cabang
sedemikian rupa sehingga tercipta suasana kerja yang harmonis, gairah,
dan berdaya guna serta berhasil guna yang tinggi.

Bertanggung jawab atas penggunaan pasaran cabang secara daya guna
dan berhasil guna

6. Wewenang

a.

Menetapkan aseptasi sampai jumlah limit yang diberikan serta
menandatangani polis atau nota dan kwitansi kantor cabang dengan hak
subsitusi dan mendelegasikan sebagai limit tersebut pada Kasi Produksi.
Menunjukkan Loss Adjuster Ekstern atau Klaim Surveyor kemudian
menetapkan keputusan atau suatu pengajuan klaim disetujui atau ditolak
dengan memperhatikan temuan atau analisa pada Lass Adjuster sampail
Jumlah limit yang diberikan.

Menandatangani surat-surat yang berkaitan dengan 3ank bersama-sama
dengan pejabat lainnya

Mcemberikan teguran pada karyawan apabila tidak bekerja dengan baik

dan benar.

7. Kewajiban

a.

b.

Meneruskan kepada kantor pusat berikut survey report berkas-berkas
pertanggungan yang akan ditutup atau diperpanjang yang berada diatas
limit akseptasi kantor cabang, disertai pendapat dan saran.

Meneruskan berkas klaim yang berada diatas limit kantor cabang disertai
Loss Adjuster, pendapat dan saran.

Membuat laporan untuk kantor cabang sesuai dengan sistem kantor

cabang.
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d. Mentaati anggaran yang telah diletakkan untuk kantor cabang yang
bersangkutan.

Kepala Seksi Produksi

I. Nama jabatan : Kepala Seksi Produksi
2. Bertanggung jawab kepada Kepala Cabang
3. Membawahi

a. Klaim

b. Karyawan

4. Ringkasan tugas

Membantu Kepala Cabang dalam mencapai produksi cabang yang meliputi

kegiatan pemasaran, pembinaan relasi, survey resiko akseptasi serta

administrasi tekhnik yang berkaitan dengan produksi.
5. Tugas dan tanggung jawab

a. Menggerakkan serta mengkoordinir para karyawan administrasi seksi
produksi untuk mencapai target produksi yang telah ditetapkan.

b. Mengendalikan serta mengawasi kegiatan para surveyor resiko dengan
mengawasi pembuatan survey report sesuai dengan manual yang berlaku
dan under writing serta kegiatan advertasi.

¢. Lam-lain tugas vang diberikan oleh kantor cabang.

6. Wewenang

a. Menetapkan akseptasi apabila dianggap memenuhi syarat-syarat under
writing vang berlaku atas permohonan-permohonan atau perpanjangan
asuransi untuk menjumlah sampai limit vang ditentukan.

b. Menunjukkan dan atau teguran pada karyawan vang terbukti
melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan tidak baik.

¢. Dengan persetujuan Kepala Cabang mengatur uraian tugas para

karyawan.
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7. Kewajiban

a. Meneruskan setiap berkas permohonan atau perpanjangan asuransi yang
berada diatas limit, kepada kepala cabang dengan disertai pendapat dan
saran.

b. Mengawasi ketertihan  dan  kerapian, keamanan herkas-berkas
pertanggungan yang menjadi arsip kantor cabang.

¢. Membuat laporan kegiatan produksi secara bulanan, meliputi kegiatan

pembinaan relasi, survey resiko, akseptasi kepala cabang.

C. Kepala Seksi Keuangan

1.
2.
3.

Nama jabatan : Kepala Seksi Keuangan

Bertanggung jawab kepada Kepala Cabang

Membawahi

a. Kasir

b. Karyawan

Ringkasan tugas

Membantu Kepala Cabang dalam menyelenggarakan administrasi keuangan

kantor cabang, mengelola dana serta kegiatan inkaso.

Tugas dan tanggung jawab

a.  Menyelenggarakan  administrasi  pembukuan  atau  akuntansi
pembendaharaan sedemikian rupa sehingga setiap waktu dapat
diketahui hasil usaha kantor cabang serta tujuannya.

b.  Menyelenggarakan administrasi yang menyangkut personalia cabang,
mengawasi pelaksanaan peraturan-peraturan kepegawaian dan disiplin
karyawan.

¢.  Melaksanakan dan mengkoordinir kegiatan inkaso kantor cabang untuk
mencapai hasil inkaso yang optimal.

d. Mengatur dana kantor cabang sedemikan rupa sehingga ketentuan

maksimum dana tunai tidak terlampir.
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6.

€. Memungut atau memotong Pajak Penghasilan pasal 21 atas karyawan
tetap.

Wewenang

a. Membuat laporan keuangan kantor cabang yang meliputi hasil usaha
perusahaan (rugi-laba), neraca secara triwulan, selambat-lambatnya satu
bulan setelah berakhirnya triwulan yang bersangkutan.

b. Melakukan peneguran terhadap para pejabat atau karyawan yang
melakukan pelanggaran atau disiplin dalam pelaksanaan tugasnya.

D. Kasir

Tugasnya adalah sebagai berikut :

§

-

-

)

) S

Y

10,

1.

Menerima setoran uang premi

Mengeluarkan uang untuk pembayaran bonus sesuai dengan daftar
penerimaan yang dibuat sesuai dengan peraturan cabang

Membukukan semua transaksi yang terjadi setiap hari

Mengerjakan Lembar Kas Harian

Menerima setoran uang premi pertama

Mengerjakan buku penghasilan

Membayar gaji karyawan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh
kantor pusat

Mentransfer uang tunai ke Bank Mandiri

Membuat laporan penghasilan karyawan setiap bulan

Menginm Laporan Keuangan Harian beserta bukti-bukti pendukungnya
setiap han

Mengeluarkan biaya umum serta sarana keperluan kantor

2.2.1 Personalia

Salah satu faktor yang berpengaruh di dalam pencapaian tujuan perusahaan

adalah faktor tenaga kerja (personalia). Terutama bagi perusahaan vang kegiatan atau

aktivitasnya mengutamakan keterampilan manusia.
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Adapun pembagian tenaga kerja secara terinci pada P1. Asuransi Jasa
Indonesia Cabang Jember dapat dilihat pada tabel 1 berikut ini -
Tabel 1. Jumlah Tenaga Kerja

No Bagian/Kasi Status pegawai | Jenis kelamin | Jumlah
1 Kepala Canbang letap Taki-laki 1
2 Produksi Tetap Laki-laki 1
- Kiaim Tetap Laki-laki I
- Karyawan Tetap Perempuan 2
3 Keuangan Tetap Laki-laki 1
a. Kasir Tetap Perempuan 1
b. Tamu dan dokumen Kontrak Perempuan i
c. Satpam Kontrak Laki-laki 1
d. Sopir | Kontrak l.aki-laki [
e. Cleaning service i Kontrak ! Laki-laki 1
Jumlah 11

Sumber Data : PT. Asuransi Jasa "I_r_ld()-ﬁesiam(faba{ﬁg_ Jember

2.3 Lokasi Perusahaan
PT. Asuransi Jasa Indonesia Cabang Jember berdiri pada tahun 1973,
perusahaan ini berada di Jalan Kartint No 32 Jember. Adapun alasan didirikan
dijalan Kartini sebagai berikut :
a. Letaknya vang strategis didalam kota.
b.  Memenubhi syarat sebagai kantor
¢.  Dan segi keamanan lokas) mudah diawasi karena dekat Polres Jember
d. Hubungan dengan relasi sangat menguntungkan karena dekat dengan kanto-

kantor Bank yang menjadi relasinya

¢ Letaknya ditepi jalan raya schingga mudah dikenal olch masyarakat,
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2.4 Maksud dan Tujuan
Asuransi Jasa Indonesia sebagai perusahaan perseroan yang sifat usahanya
memupuk keuntungan dan berusaha di bidang-bidang yang dapat mendorong
berkembangnya écktor—sektor lainnya.
Asuransi Jasa Indonesia sebagai perusahaan RUMN, terikat pada maksud
dan tujuan untuk :
a. Memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian negara pada
umumnya dan penerimaan negara pada khususnya.
b. Mengadakan pemupukan keuntungan atau pendapatan.
¢. Menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa barang dan jasa yang bermutu
dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak.
d. Menjadi perintis kegiatan usaha yang belum dapat dilaksanakan oleh sektor
swasta dan koperasi.
e. Menyelenggarakan kegitan usaha yang bersifat melengkapi kegiatan swasta dan
koperasi.
f. Memberikan bimbingan pada sektor swasta, khususnya usaha lemah dan
koperasi.
g lurut aktif mengembang dan melaksanakan kebijaksanaan dan program
pemerintah dibidang ekonomi dan pembangunan pada umumnya.
Asuransi Jasa Indonesia sebagai BUMN mempunyai peran ganda vaitu
sebagai unit usaha perusahaan tetap diharapkan memupuk keuntungan ekonomi dan
sebagai aparatur perekonomian negara diharapkan dapat membantu melaksanakan

program-program pemerintah seperti yang dimaksud diatas.

2.5 Aktifitas perusahaan

PT. Asuransi Jasa Indonesia Cabang Jember bergerak pada bidang asuransi
kerugian atas harta benda termasuk diri sendiri dari suatu kecelakaan yang bersifat
tiba-tiba dan tidak terduga menimpa barang yang dipertanggungjawabkan. PT.

Asuransi Jasa Indonesia Cabang Jember memproduksi jenis-jenis asuransi antara lain:
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Asuransi kebakaran yang menjamin kerugian akibat terjadinya kebakaran pada
suatu obyek atau barang. -

Asuransi kendaraan bermotor/aktif

Adalah asuransi menjamin kerugian pemilik kendaraan bermotor agar terjadinya
kecelakaan atau hilangnya kendaraan tersebut.

Dalam asuransi aktif resiko tersebut diperluas dengan berbagai resiko tambahan
dengan premi yang lebih menarik

Asuransi kecelakaan diri (Personal Accident Insurance)

Adalah asuransi kerugian yang menjamin kerugian akibat kecelakaan pada diri
tertanggung (meninggal dunia, cacat maupun biaya pengobatan atau medhical
expance).

Asuransi peralatan elektronik

Asuransi yang menjamin kerugian akibat kerusakan fisik pada peralatan
elektronik yang disebabkan oleh kecelakaan.

Asuransi pembusukan stock

Adalah asuransi yang menjamin kerugian karena rusaknya stock barang yang
disimpan dalam ruang atau kamar pendingin yang disebabkan oleh tidak
berfungsinva ruang atau kamar pendingin akibat kerusakan mesin yang
ditimbulkan oleh kecelakaan yang dijamin oleh asurans) mesin.

Asuransi uang dalam lemari besi

Adalah asurans yang menjamin kerugian atas hilangnya uang kontan atau suatu
yang disamakan dengan uang, dalam perjalanan dari tempat pengiriman ke
tempat tujuan,

Asuransi anak sekolah

Adalah asuransi yang menjamin kerugian atas kecelakaan yang dialami
tertanggung selam perjalanan dari rumah ke sekolah atau sebaliknya.

Asuransi perjalanan
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Adalah asuransi yang menjamin kerugian yang dialami tertanggung selama
perjalanan (mulai tanggal meninggalkan kediamannya yang tertera dalam kartu
perserta sampai berakhirnya kartu peserta tersebut).
9. Asuransi karisma
Adalah asuransi yang menjamin anda sekaligus (resiko kecelakaan diri), rumah
tinggal (resiko kebakaran), isi rumah (resiko kebongkaran, pencurian), dan
resiko tanggung jawab hukum anda terhadap pihak ketiga.
10. Asuransi haji
Adalah asuransi yang menjamin kerugian keuangan yang dirikan oleh jamaah
haji yang disebabkan karena kecelakaan termasuk kehilangan bagasi
Selain berbagai bentuk asuransi diatas masih banyak lagi jenis asuransi
kerugian yang diselenggarakan oleh PT. Asuransi Jasa Indonesia Cabang Jember,
yang dapat direkayasa sesuai dengan kebutuhan pelanggan, dengan tarif premi yang
menarik.
Pertanggungan tidak langsung antara lain : reasuransi adalah asuransi yang
di asuransikan kembali atau suatu obyek yang disesuaikan atau ditanggung oleh dua
perusahaan asuransi.
Dimana yang dapat dilakukan Kantor Cabang Jember adalah koasuransi
yang menjamin atas suatu obyek yang ditangguhkan bersama dengan perusahaan

asuransi lainnya.
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PELAKSANAAN PRAKTEK KERJA NYATA ——— _

3.1 Deskripsi Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata
Sebelum pelaksanaan Praktek Kerja Nyata dilakukan, terlebih dahulu penulis
mengadakan tahap-tahap tertentu antara lain, yaitu :

1. Melakukan observasi ke PT. Asuransi Jasa Indonesia Cabang Jember ke Kabag
TU dan menanyakan hal-hal yang harus dilengkapi sebelum melaksanakan
kegiatan Praktek Kerja Nyata.

2. Memberikan surat pengantar Praktek Kerja Nyata dari Bagian Akademik kepada
PT. Asuransi Jasa Indonesia Cabang Jember.

3. Memberikan surat balasan yang diberikan oleh PT. Asuransi Jasa Indonesia
Cabang Jember kepada Bagian Akademik Fakultas llmu Sosial dan Ilmu Politik
Univesitas Jember untuk diserahkan kepada Dekan atas balasan surat pengantar
sebagai surat persetujuan dan pthak PT. Asuransi Jasa Indonesia Cabang Jember
yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melaksanakan Praktek
Kerja Nyata di PT Asuransi Jasa Indonesia Cabang Jember.

4. Meminta surat tugas kepada Bagian Akademik dan memberikan surat tugas
terscbut sercara langsung kepada Pimpinan PT. Asuransi Jasa Indonesia Cahang
Jember, serta langsung melaksanakan Praktek Kerja Nyata.

Adapun kegiatan yang dilakukan selama Praktek Kerja Nyata tersebut akan
diuraikan sebagai berikut :

Minggu pertama

Kami diterima dengan baik oleh Pimpinan PT. Asuransi Jasa Indonesia

Cabang Jember vang diwakili oleh Bagian Keuangan selaku penanggung jawab

pelaksana Praktek Kerja Nvata sekaligus sebagai Pembimbing selanjutnya kami

ditempatkan di Bagian Keuangan. Untuk awal pelaksanaan Praktek Kerja Nyata

kemudian Pembimbing memberikan penjelasan tentang gambaran umum serta jenis-

17
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jenis asuransi kerugian yang diselenggarakan oleh P1. Asuransi Jasa Indonesia
Cabang Jember. Dilanjutkan dengan perkenalan kepada seluruh karyawan PT.
Asuransi Jasa Indonesia Cabang Jember.
Minggu Kedua

Penulis diberikan tugas untuk melakukan pencatatan kas kredit dalam
preaudit sistem dan merinci penjelasan masing-masing baiaya untuk digunakan
sebagai lampiran.
Disamping itu penulis juga membantu mengetik Surat Setoran Pajak (SSP) untuk
bulan Februari 2002.

Minggu Ketiga

Pada minggu ketiga dari pelaksanaan Prakek Kerja Nyvata ini penulis telah
mempelajari kegiatan-kegiatan yang ada di Seksi Keuangan selaku Seksi yang
menangani bidang perpajakan, mulai dan pemungutan, pembayaran serta pelaporan
PPh pasal 21 kepada Kantor Palayanan Pajak (KPP). Penulis juga mendapat
penjelasan bagaimana pelaksanan pengenaan pajak yang diselenggarakan PT.
Asuransi Jasa Indonesia Cabang Jember Dan kami mendapat tugas untuk

menertibkan arsip SPT masa tahun 2001.

Minggu Keempat
Melakukan perhitungan dan penertiban klaim asuransi vang telah diterima

sepanjang tahun 2001 berdasarkan nomor polis asuransi.

Minggu Kelima

Melakukan penertiban barang persediaan yang diterima dan kantor pusat
“berupa perubahan peraturan klaim asuransi kebakaran dan kecelakaan diri.
Minggu terakhir dan pelaksanaan Prakick Kerja Nyata ini penulis gunakan untuk
menyempurnakan data yang diperlukan Dan hari terakhir Prakiek Kerja Nyata
digunakan oleh penulis untuk memohon diri pada seluruh karyawan sebagai

penghormatan untuk mengakhiri Prakiek Kerja Nyata.
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Didalam mencari data di PI. Asuransi Jasa Indonesia Cabang Jember
tentang pelaksanaan pemungutan atau pemotongan PPh pasal 21 atas karyawan tetap
PT. Asuransi Jasa Indonesia Cabang Jember, penulis banyak mendapatkan bantuan
dari pihak PT. Asuransi Jasa Indonesia Cabang Jember. Pihak pembimbing yang
membimbing penulis selama Praktek Kerja Nyata di PT Asnransi Jasa indonesia
Cabang Jember banyak memberikan keterangan yang cukup memuaskan kepada
penulis, selain itu pembimbing juga memberikan panduan-panduan tentang
perpajakan pada khususnya tentang PPh pasal 21 kepada penulis sehingga penulis
tidak mengalami kesulitan dalam penulisan tentang pelaksanaan pemungutan atau
pemotongan PPh pasal 21 atas karyawan tetap yang berada di PT. Asuransi Jasa

Indonesia Cabang Jember.

3.1.1 Lokasi pelaksanaan Praktek Kerja Nyata
Dalam hal ini penulis melaksanakan Praktek Kerja Nyata di PT. Asuransi

Jasa Indonesia Cabang Jember dengan alamat Jalan Kartini No.32 Jember.

3.1.2 Jangka waktu pelaksanaan Praktek Kerja Nyata.

Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata dilakukan selama satu bulan yang dimulai
pada tanggal 11 Maret 2002 sampai dengan 11 April 2002. Adapun jam kerja yang
dilaksanakan adalah :

a_ Har Senin sampai dengan Kamis dimulai dan jam 08.00 sampai dengan 12. 00
sedangkan hari Jum’at dimulai dari jam 08 .00 sampai dengan 11.00.

b. Sedangkan untuk hari Sabtu, Minggu, dan Hari-Hari Besar libur.

3.2 Pengertian Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21
Sebelum memasuki kepada inti permasalahan yang akan dibahas atau ditulis

oleh penulis, terlebih dahulu penulis ingin memberikan uraian tentang Pajak

Penghasilan (PPh) pasal 21. Dimana Pajak Penghasilan pasal 21 ini digunakan dasar


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

penulisan Laporan Akhir Praktek Kerja Nyata yang dilaksanakan di PT. Asuransi
Jasa Indonesia Cabang Jember.

Yang dimaksud dengan Pajak Penghasilan pasal 21 menurut mardiasmo
(1996,7) adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan wajib pajak orang pribadi
dalam negeri yane berupa gaji, honorarium, upah, tunjangan, dan pembayaran lain
dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan
seperti yang dinyatakan dalam Pasal 21 Undang-Undang Pajak Penghasilan (PPh).

3.2.1 Wajib Pajak PPh Pasal 21
Yang termasuk dalam wajib pajak adalah :
1. Pejabat negara, adalah :

Presiden dan wakil presiden

Ketua, wakil ketua dan anggota DPR/MPR, DPRD 1 dan DPRD 11

R

o

Ketua dan wakil ketua Badan Pemeriksa Keuangan

=

Ketua, wakil ketua, ketua muda, dan hakim Makammah Agung

o

Ketua dan wakil ketua Dewan Pertimbangan Agung
f. Menteri dan Menten Negara
g Jaksa Agung
h Gubernur dan wakil gubernur Kepala Daerah Tingkat |
i Bupati dan wakil bupati Kepala Daerah Tingkat 11
1 Walikotamadya dan wakil walikotamadva Kepala Daerah Tingkat 11
2. Pegawai negeri sipil (PNS) adalah PNS-Pusat, PNS-Daerah, dan PNS
lainnya yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah sebagaimana diatur

dalam undang-undang nomor 8 tahun 1974,

(P9 ]

Pegawai adalah setiap orang pribadi yang melakukan pekerjaan berdasarkan
perjanjian atau kesepakatan kerja baik tertulis maupun tidak tertuls,
termasuk vang melakukan pekerjaan dalam jabatan negeri atau BUMN atau

BUMD.
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Uh

. Pegawai tetap (Mardiasmo, 2000:17) adalah orang pribadi yang bekerja pada

pemberi kerja, yang menerima atau memperoleh gaji dalam jumlah tertentu
secara berkala, termasuk anggota dewan komisaris dan anggota dewan
pengawas yang secara teratur dan terus-menerus ikut mengelola kegiatan

perusahaan secara langsung.

. Pegawai tetap menurut PT. Asuransi Jasa Indonesia Cabang Jember adalah

pegawai yang diangkat dan digaji langsung dari PT. Asuransi Jasa

Indonesia.

. Pegawai kontrak menurut PT. Asuransi Jasa Indonesia Cabang Jember

adalah pegawai kontrak yang digaji langsung oleh PT. Asando Karya.
Pegawai lepas adalah orang pribadi yang bekerja pada pemben kerja yang
hanya menerima imbalan apabila orang pribadi yang bersangkutan bekerja.
Penerima pensiun adalah orang pribadi atau ahli warisnya yang menerima
atau memperoleh imbalan untuk pekerjaan vang dilakukan dimasa laju,
termasuk orang pribadi atau ahli warisnya yang menerima Tabungan Han

Tua atau Tunjangan Hari Tua.

. Penerima honorarium adalah orang pribadi yang menerima atau memperoleh

imbalan sehubungan dengan jasa, jabatan atau kegiatan yang dilakukannya.

10. Penerima upah adalah orang pribadi yang menerima upah hanan, upah

mingguan, upah borongan, atau upah satuan

Sedangkan yang tidak termasuk wajib pajak PPh pasal 21 adalah:

1.

Pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat lain dari negara
asing dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja
pada dan bertempat tinggal bersama dengan mereka dengan syarat :

a. Bukan Warga Negara Indonesia, dan

b. Di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain diluar

jabatannya di Indonesia.
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2. Pejabat perwakilan organisasi internasional sebagaimana dimaksud dalam

Keputusan Menteri Keuangan No. 314/KMK.04/1998, sepanjang :
c. Bukan Warga Negara Indonesia, dan
d. Tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan atau pekerjaan lain

untuk memperoleh nenghasilan di Indonesia.

3.2.2 Obyek Pajak PPh pasal 21
Penghasilan yang dikenakan pemotongan PPh pasal 21 adalah :

1.

(N

Penghasilan yang diterima atau diperoleh secara teratur berupa gaji, uang
pensiun bulanan, upah, honorarium (termasuk honorarium anggota dewan
komisaris atau anggotan dewan pengawas), premi bulanan, uang lembur,
uang sokongan, uang tunggu, uang ganti rugi, tunjangan istri, tunjangan
anak, tunjangan kemahalan, tunjangan jabatan, tunjangan khusus, tunjangan
transport, tunjangan pajak, tunjangan iuran pensiun, tunjangan pendidikan
anak, beasiswa, hadiah, premi asuransi yang dibayar oleh pemberi kerja dan
penghasilan teratur lainnya dengan nama apapun.
Penghasilan yang diterima atau diperoleh secara tidak teratur berupa jasa
produksi, tantiem, gratifikasi, tunjangan cuti, tunjangan hari raya, tunjangan
tahun baru, bonus, premi tahunan dan penghasilan sejenis lainnya yang
sifatnya tidak tetap dan biasanya dibayarkan sekali dalam setahun.
Upah harian, upah mingguan, upah borongan, dan upah satuan.
lang tebusan pensiun, uang tabungan hari tua atau tunjangan hari tua
(THT), uang pesangan, dan pcmbayaran lain sejenis.
Honorarium, uang saku, hadiah atau penghargaan dengan nama dan dalam
bentuk apapun, komisi, beasiswa, dan pembayaran lain sebagai imbalan
sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan wajib
pajak dalam negen, terdiri dar :
a. Tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, yang terdiri dan :
pengacara, z_lkuman, arsitek, dokter konsultan, notaris, penilai, dan

aktuarns.
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a o

g
h.

[}
(5]

Pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film,
sutradara, crew film, fhoto model, peragawan atau peragawati, pemain
drama, penari, pemahat, pelukis dan seniman lainnya.

Olahragawan.

Penasehat, pengajar, pelatih, penceramah, dan moderator.

Pengarang, peneliti, dan penerjemah.

Pemberi jasa dalam bidang tehnik, komputer dan sistem aplikasinya,
telekomunikasi, elektronika, fotografi, dan pemasaran.

Agen iklan.

Peserta perlombaan.

6. Gaji, gaji kehormatan, tunjangan-tunjangan lain yang terkait dengan gaji

yang diterima oleh pejabat negara dan pegawai negeri sipil.

7. Uang pensiun dn tunjangan-tunjangan lain yang sifatnya terkait dengan

uang pensiun yang diterima oleh pensiunan termasuk janda atau duda dan

atau anak-anaknya.

8. Penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatan lainnya dengan nama

apapun yang diberikan oleh wajib pajak.

3.2.3 Penghasilan Yang Dikecualikan dari Pengenaan Pajak PPh Pasal 21

Tidak termasuk dalam pengertian penghasilan yang dipotong pajak PPh

pasal 2| adalah :

|. Pembayaran asuransi dari perusahaan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan,

asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa.

2

Penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatan lain kecuali yang diberikan oleh

bukan wajib pajak.

L)

luran pensiun yang dibayarkan kepada dana pensiun yang pendiriannya telah

disahkan Menteri Keuangan serta iuran Tabungan Han Tua dan Tunjangan Han

Tua kepada badan penyelenggara jamsostek yang dibayar oleh pemberi kerja.


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

4. Penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatan lainnya dengan nama apapun
yang diberikan oleh pemerintah.
Kenikmatan berupa pajak yang ditanggung oleh pemberi kerja.

6. Pembayaran THT-Taspen dan THT-Asabri dari PT. Taspen kepada para pensiun
yang berhak menerimanya.

Dalam hal ini PT. Asuransi Jasa Indonesia Cabang Jember mempunyai tujuh
orang pegawai tetap. Oleh karena itu, tujuh orang pegawai tetap yang bekerja pada
PT. Asuransi Jasa Indonesia Cabang Jember tersebut akan dikenakan Pajak
Penghasilan Pasal 21, karena tujuh orang pegawai tetap ini merupakan wajib pajak
dimana penghasilan yang diterima setiap bulan akan dipotong PPh pasal 21
berdasarkan ketentuan perpajakan yang berlaku. Sedangkan yang menjadi obyek PPh
pasal 21 adalah penghasilan yang diterima oleh pegawai tetap yang bekerja pada PT.
Asuransi Jasa Indonesia Cabang Jember, karena penghasilan yang diterima oleh

pegawai tetap perusahaan asuransi tersebut bersifat teratur.

3.2.4 Hak dan Kewajiban Wajib Pajak PPh Pasal 21

Setiap Warga Negara Indonesia pasti mempunyai hak dan kewajiban yang
harus diterima dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Begitu juga dengan Wajib
Pajak PPh pasal 21, mereka juga mempunyai hak dan kewajiban yang harus diterima
dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Adapun hak-hak dan kewajiban wajib pajak
PPh pasal 21 1tu adalah -
a. Hak-Hak Wajib Pajak PPh Pasal 2]

1. Wajib pajak berhak meminta bukti pemotongan PPh pasal 21 kepada
pemotong pajak. Jumlah PPh pasal 21 yang telah dipotong dapat dikreditkan
dari Pajak Penghasilan untuk tahun pajak yang bersangkutan, kecuali PPh
pasal 21 yang bersifat final.

2. Wajib pajak berhak mengajukan surat keberatan kepada Direktorat Jendral
Pajak, jika PPh pasal 21 vang dipotong oleh pemotong pajak tidak sesuai

dengan peraturan yang berlaku. Pengajuan surat keberatan ini dilakukan dalam
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L)

Bahasa Indonesia dengan mengemukakan jumlah pajak yang dipotong
menurut perhitungan wajib pajak dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
Pengajuan surat pengajuan ini dapat dilakukan dalam jangka waktu tiga bulan
setelah tanggal pemotongan, kecuali apabila wajib pajak dapat menunjukkan
bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar
kekuasaannya.

Wajib pajak berhak mengajukan permohonan banding secara tertulis dalam
bahasa Indonesia dengan alasan yang jelas kepada Badan Penyelesaian
Sengketa Pajak terhadap keputusan mengenai keberatannya yang ditetapakan
oleh Direktorat Jendral Pajak. Permohonan banding ini diajukan secara tertulis
dalam bahasa Indonesia dengan alasan yang jelas, dan dilakukan dalam jangka
waktu tiga bulan sejak keputusan diterima, dilampiri dengan salinan surat
keputusan tersebut. Apabila Badan Peradilan Pajak belum terbentuk, maka
permohonan banding dapat diajukan kepada Badan Penyelesaian Sengketa
Pajak. Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Pajak, bukan merupakan

keputusan tata usaha negara.

. Kewajiban wajib pajak PPh pasal 21 :

1.

S5

(V9]

Wajib pajak berkewajiban menyerahkan surat pernyataan kepada pemotong
pajak yang menyatakan jumlah tanggungan keluarga pada permulaan tahun
takwim atau pada permulaan menjadi subvek pajak dalam negeri. Surat
pernvataan tersebut dibuat untuk mendapatkan pengurangan Penghasilan
Tidak Kena Pajak. Surat pernyataan tersebut harus diserahkan kepada saat
seseorang mulai bekerja atau mulai pensiun,

Wajib pajak juga berkewajiban menyerahkan surat pernvataan kepada
pemotong pajak dalam hal ada perubahan jumlah tanggungan keluarga pada
permulaan tahun takwim.

Wajib pajak berkewajiban memasukkan Surat Pemberitahuan (SPT). jika
wajib pajak mempunyai penghasilan lebih dan 1 pemberi kerja.
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3.2.5 Pemungut atau Pemotong Pph Pasal 21

Setiap penghasilan yang diterima oleh pegawai tetap setiap bulannya akan

dipotong atau dipungut PPh Pasal 21. Yang memotong atau memungut Pasal 21

tersebut disebut dengan pemotong atau pemungut pajak pasal 21. Berikut ini

termasuk dalem pemotong atau pemungut pajak pasal 21, adalah :

W2

Pemberi kerja terdiri dari orang pribadi atau badan, termasuk bentuk usaha tetap
baik merupakan induk maupun cabang, perwakilan atau unit, yang membayar
gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama apapun,
sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang dilakukan oleh
pegawai atau bukan pegawai. Pemberi kerja yang dimaksud termasuk juga badan
dan organisasi internasional yang tidak dikecualikan sebagai pemotong pajak
berdasarkan Mentri Kuangan.

Bendaharawan pemerintah yang membayarkan gaji, upah, honorarium, tunjangan
dan pembayaran lain dengan nama apapun, sebagai imbalan sehubungan dengan
pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan. Termasuk bendaharawan pemernntah
adalah bendaharawan pada pemerintah pusat, pemerintah daerah, instansi atau
lembaga pemerintah, lembaga-lembaga pemerintah lainnya dan kedutaan besar
Republik Indonesia di luar negen.

Dana pensiun, PT Taspen, PT Jamsostek, badan penyelenggara jaminan sosial
tenaga kerja lainnya, serta badan-badan lain yang membayar uang pensiun,
Tabungan Hari Tua atau Tunjangan Han Tua.

Perusahaan, badan, dan bentuk usaha tetap yang membayar honorarium atau

pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan kegiatan dan jasa, termasuk

jasa tenaga ahli dengan status wajib pajak dalam negeri yang melakukan

pekerjaan bebas.

Yayasan, lembaga, kepanitian, asosiasi, perkumpulan dan organisasi dalam
bentuk apapun dalam segala kegiatan sebagai pembayar gaji, upah, honorarium
atau imbalan dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan

kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi.
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6. Perusahaan, badan, dan bentuk usah tetap, yang membayarkan honorarium atau

imbalan lain kepada peserta pendidikan, pelatihan, dan pemagangan.

Bukan hanya wajib pajak PPh pasal 21 saja yang mempunyai hak dan

kewajiban yang harus diterima dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya tapi

pemotong atau pemungut pajak PPh pasal 21 juga mempunyai hak dan kewajiban

yang harus diterima dan dilakasanakan dengan sebaik-baiknya. Hak-hak dan

kewajiban dari pemotong atau pemungut pajak adalah :

3.2.6 Hak-hak pemotong atau Pemungut pajak PPh Pasal 21 adalah :

1t

Pemotong pajak berhak mengajukan permohonan memperpanjang jangka
waktu penyampain SPT tahunan pasal 21. Pengajuan permohonan
dilakukan secara tertulis disertai surat pernyataan mengenai perhitungan
sementara pajak terhutang dalam satu tahun pajak dan bukti pelunasan
kekurangan pembayaran pajak yang terhutang. Pengajuan permohonan
dilakukan selambat-lambatnya tanggal 31 Maret tahun takwim berikutnya.
Pemotong pajak berhak untuk memperhitungkan kelebihan setoran PPh
pasal 21 dalam satu bulan takwim dengan PPh pasal 21 yang terutang pada
bulan berikutnya dalam tahun takwin yang bersangkutan.

Pemotong pajak berhak untuk memperhitungkan kelebihan setoran pada
SPT tahunan dengan PPh pasal 21 yang terutang pada untuk bulan pada
waktu dilakukan perhitungan tahunan dan jika masih ada kelebihan, maka
diperhitungkan untuk bulan lainnya dalam tahun berikutnya.

Pemotong pajak berhak untuk membetulkan sendiri SPT atas kemauan
sendiri dengan menyampaikan pernyataan tertulis dalam jangka waktu dua
tahun sesudah saat teruténgnya pajak atau berakhirnya masa pajak, bagian
tahun pajak atau tahun pajak dengan syarat Direktorat Jendral Pajak belum
melakukan tindak pemeriksanaan.

Pemotong pajak berhak untuk mengajukan surat keberatan kepada

Direktorat Jendral Pajak atas suatu Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar,
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Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak
Lebih Bayar, Surat Ketatapan Pajak Nihil Kurang Bayar.

Pemotong pajak berhak mengajukan permohanan banding secara tertulis
dalam Bahasa Indonesia dengan alasan yang jelas pada Badan Peradilan
Pajak terhadap kepumsan mengenai keberatannya yang ditetapakan oleh
Direktorat Jendral Pajak. Permohonan banding ini diajukan secara terlutis
dalam Bahasa Indonesia dengan alasan yang jelas, dan dilakukan dalam
waktu tiga bulan sejak keputusan diterima, dilampiri dengan salinan surat

keputusan tersebut.

3.2.7 Kewajiban Pemotong atau Pemungut Pajak PPh Pasal 21

1.

LS ]

Pemotong pajak wajib mendafiarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak atau
Kantor Penyuluhan Pajak setempat.

Pemotong pajak wajib mengambil sendiri formulir-formulir yang
diperlukan dalam rangka memenuhi kewajiban perpajakannya pada Kantor
Pelayanan Pajak atau Kantor Penyuluhan Pajak.

Pemotong pajak wajib menghitung, memotong dan menyetor PPh pasal 21
yang terhutang untuk setiap bulan takwim. Penyetoran pajak dilakukan
dengan Surat Setoran Pajak ke Bank persepsi atau kantor Pos dan Giro,
sclambat-lambatnva pada tanggal 10 bulan berikutnya.

Pemotong pajak wajib melaporkan penyetoran PPh pasal 21 sekalipun nihil
dengan menggunakan SPT masa ke Kantor Pelayanan Pajak atau ke Kantor
Penyuluhan Pajak setempat selambat-lambatnya tanggal 20 bulan takwim
berikutnya.

Pemotong pajak wajib memberikan bukti pemotongan PPh pasal 21 baik
diminta maupun tidak pada saat dilakukannya pemotongan pajak pada
orang pribadi bukan sebagai pegawai tetap, penerima uang tebusan,
pensiun, penerima THT, penerima pesangon dan penerima dana pensiun,

luran pasti.
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6.

10.

Pemotong pajak wajib memberikan bukti pemotong PPh pasal 21 tahunan
kepada pegawai tetap termasuk penerima pensiun, bulanan, dengan
menggunakan formulir yang ditentukan oleh Direktorat Jendral Pajak dalam
waktu 2 bulan setelah tahunan takwim berakhir. Apabila pegawai tetap
tersebut berhenti bekerja atau pensiun pada bagian tahun takwim maka
bukti pemotongan diberikan selambat-lambatnya satu bulan setelah pegawai
yang bersangkutan berhenti bekerja atau pensiun.

Dalam jangka waktu dua bulan setelah tahun takwim berakhir, pemotong
pajak wajib menghitung kembali jumlah PPh pasal 21 yang terutang oleh
pegawai tetap atau penerima pensiun bulanan sesuai tarif sebagaimana
dimaksud dalam pasal 17 Undang-undang Nol0 tahun 1994.

Pemotong pajak wajib mengisi, menandatangani dan menyampaikan SPT
Tahunan PPh pasal 21 ke Kantor Pelayanan Pajak tempat pemotong pajak
terdaftar atau ke Kantor Penyuluhan Pajak setempat. SPT tahunan PPh pasal
21 tersebut harus disampaikan selafnbal—lambatnya tanggal 31 Maret tahun
takwim berikutnya. Apabila pemotong pajak adalah badan, maka SPT
‘Tahunan PPh pasal 21 harus ditandatangani oleh pengurus atau direks.
Apabila SPT Tahunan PPh pasal 21 ditandatangani dan dusi oleh orang
selain pemotong pajak terdaftar, maka SPT terscbut harus dilampin Surat
Kuasa Khusus.

Pemotong Pajak wajib melampiri SPT Tahunan PPh pasal 21 dengan
lampiran-lampiran yang ditentukan dalam petunjuk pengisian SPT Tahunan
PPh pasal 21 untuk tahun pajak yang bersangkutan.

Pemotong Pajak wajib menyetor kekurangan PPh pasal 21 yang terutang
bila jumlah PPh pasal 21 yang terutang dalam satu tahun takwim lebih besar
daripada PPh pasal 21 yang telah disetor. Penyetoran tersebut harus
dilakukan sebelum penyampaian SPT Tahunan pasal 21 selambat-

lambatnya pada tanggal 25 Maret tahun takwim berikutnya.
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3.3 Pelaksanaan Pemungutan atau Pemotongan PPh Pasal 21
3.3.1 Tata Cara Pemungutan atau Pemotongan PPh Pasal 21

Pelaksanaan pemungutan atau pemotongan PPh Pasal 21 di PT. Asuransi Jasa
Indonesia Cabang Jember sepenuhnya dilakukan oleh Bagian Keuangan. Bagian
Keuangan dalam hal ini bendaharawan gaji langsung memungut atau memotong
besarnya pajak yang terutang atas karyawan tetap PT. Asuransi Jasa Indonesia
Cabang Jember. Cara pelaksanaan pemungutan atau pemotongan PPh pasal 21 atas
karyawan tetap di PT. Asuransi Jasa Indonesia Cabang jember adalah sebagai berikut:
PT. Asuransi Jasa Indonesia Cabang Jember di dalam melakukan penghitungan
perpajakannya sudah menggunakan sistem komputerisasi. Jadi, jumlah pajak yang
terutang atas karyawan tetap seluruhnya dapat dengan cepat diketahui, setelah jumlah
pajak yang terutang diketahui maka selanjutnya pemungut atau pemotong tersebut
harus mengambil sendiri formulir-formulir yang diperlukan untuk mengisi dan
melaporkan PPh pasal 21 di Kantor Pelayanan Pajak atau Kantor Penyuluhan Pajak
setempat. Setelah pemungut atau pemotong tersebut memperoleh formulir yang
diperlukan maka selanjutnya pemungut atau pemotong tersebut harus mengisi
fomulir-formulir tersebut sesuai dengan data yang ada. Selanjutnya pemungut atau
pemotong tersebut meyetorkan pajak yang terutang atas karyawan tetap Pl Asuransi
Jasa Indonesia Cabang jember dengan menggunakan SSP ke Bank Persepsi yang
dalam hal ini adalah Bank Mandiri dan itu dilakukan selambat-lambatnya tanggal 10
hulan berikutnya. Setelah itu pemungut atau pemotong tersebut melaporkan SPT
Masd ke Kantor Pelayanan Pajak atau Kantor Penyuluhan Pajak setempat dan

dilaporkan selambat-lambatnya tanggal 20 bulan berikutnya.
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Adapun tarif yang diterapkan dalam Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21 adalah:
0,00 sampai dengan Rp. 25.000.000,00 5%
Diatas Rp.  25.000.000,00 sampai dengan Rp. 50.000.000,00 10%
Diatas Rp.  50.000.000,00 sampai dengan Rp. 100.000.000,00 15%
Diatas Rp. 100 000.000.00 sampai dengan Rp. 200.000.000.00 25%
Diatas Rp. 200.000.000,00 35%

Berikut ini adalah contoh penghitungan PPh pasal 21 :

. H. Sulaiman Samud bekerja pada perusahaan PT. Asuransi Jasa Indonesia Cabang

Jember dengan memperoleh gaji sebulan Rp. 1.885.504,00. H. Sulaiman Samud
memperoleh tunjangan pekerjaan setiap bulannya sebesar Rp. 1.034.420,00 PT.
Asuransi Jasa Indonesia Cabang Jember mengikuti program Jamsostek, Premi
Asuransi Kematian dibayar oleh pemben kerja dengan jumlah Rp. 84.210,00. H.
Sulaiman Samud membayar iuran THT setiap bulannya sebesar Rp. 26.990,00 di
samping itu H. Sulaiman Samud juga membayar uran pensiun sebesar Rp.

148445 .00. H. Sulaiman Samud sudah menikah dan mempunyai 3 orang anak..

Gaji sebulan Rp. 1.885.504,00
‘Tunjangan pekerjaan Rp. 1.034.420,00
Premi asuransi kematian Rp. 84 210,00 +

Penghasilan bruto Rp. 3.004.134,00
Pengurangan ¢

I Biaya jabatan - 5% x Rp.3.004 13400 = Rp 150 206,00
Max = Rp. 108 000,00

2. luran pensiun Rp. 148.445,00
3. luran THT Rp. 2699000+
Rp. 283.435.00 -
Penghasilan netto sebulan Rp. 2.720.699.00

Penghasilan netto setahun = 12 x Rp. 2.720.699,00 = Rp. 32.648.388.00
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4 PTKP
Untuk Wajib Pajak sendiri Rp. 2.880.000
Tambahan kawin Rp. 1.440.000

Tambahan 3 orang anak  Rp. 4.320.000 +
Rp. 8640.000,00 -
PKP Rp. 24.008.388,00
PPh pasal 21 terutang 5% x Rp. 24.008.388,00 = Rp. 1.200.419,00
PPh pasal 21 sebulan Rp. 1.200.419,00 : 12 = Rp. 100.034,00

3.32 Tata Cara Pembayaran atau Penyetoran Dan Tata Cara Penyampaian
atau pelaporan PPh Pasal 21

Saat pembayaran atau penyetoran masa PPh pasal 21 dilaksanakan selambat-
lambanya tanggal 10 bulan takwim berikutnya setelah masa pajak berakhir. PT.
Asuransi Jasa Indonesia Cabang Jember dalam melakukan pembayaran atau
penyetoran PPh pasal 21 langsung dibayar atau disetor ke Kantor Pelayanan Pajak
setempat.

Dalam hal tanggal pembayaran atau penyetoran jatuh pada han libur maka
pembayaran atau penyetoran harus dilakukan pada hari kerja berikutnya. Setiap
keterlambatan pembayaran dikenakan bunga sebesar 2% sebulan untuk seluruh masa,
yang dihitung sejak saat jatuh tempo.

Sedangkan saat penyampaian atau pelaporan SPT masa PPh pasal 21
dilaksanakan selambat-lambatnya tanggal 20 bulan takwim berikutnya setelah masa
pajak berakhir dan oleh PT. Asuransi Jasa Indonesia Cabang Jember disampaikan
atau dilaporkan langsung ke Kantor Pelayanan Pajak setempat.

Apabila Wajib Pajak terlambat menyampaikan atau melaporkan SPT masa
maka akan dikenakan denda sebesar Rp. 25.000,-, tetapi apabila Wajib Pajak tidak
menyampaikan SPT atau menyampaikan SPT tetapi isinya tidak lengkap atau
melampirkan keterangan yang isinya tidak benar karena kealpaan Wajib Pajak

sehingga dapat menimbulkan kerugian pada negara, dipidana dengan pidana
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kurungan selama-lamanya 1 tahun dan denda setinggi-tingginya 2x jumlah pajak
yang terutang dan apabila Wajib Pajak tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan
SPT dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap dengan sengaja,
sehingga dapat menimbulkan kerugian pada negara, dipidana dengan pidana penjara
selama-lamanya 6 tahun dan denda setinggi-tingginya 4x jumlah pajak vang terutang

yang kurang atau yang tidak dibayar.

3.4 Penilaian

Dari hasil wawancara dan pangamatan data yang dilakukan oleh penulis
selama mengikuti kegiatan Praktek Kerja Nyata di PT. Asuransi Jasa Indonesia
Cabang Jember khususnya untuk masalah yang berkaitan dengan pengenan pajak PPh
pasal 21 atas karyawan tetap, maka penulis dapat menilai bahwa PT. Asuransi Jasa
Indonesia Cabang Jember telah melaksanakan kewajiban perpajakannya sebagai
wajib pungut atau wajib potong atas pajak PPh pasal 21 dan juga PT. Asuransi Jasa
Indonesia Cabang Jember dalam hal memungut atau memotong, menyetor, dan
melaporkan pajak yang terutang tidak pernah terlambat.

PI. Asuransi Jasa Indonesia Cabang Jember dalam pelaksanaan
perpajakannya diberikan kebebasan untuk menghitung sendiri besarnya pajak yang
terutang dalam | tahun pajak atau dalam suatu masa pajak yang berdasarkan pada
sistem Self Assessment,

I3erdasarkan keterangan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa PT. Asuransi
Jasa Tndonesia Cabang Jember dalam menjalankan kewajiban perpajakannya selalu
dijalankan dengan sempurna, aktif, serta teratur tanpa menyembunyikan data yang
ada dan juga dapat dipertanggung jawabkan jumlah pajak yang sebenarnya dan dapat

dibuktikan dengan adanya bukti pungutan pajak yang digunakan.
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BAB IV
PENUTUP

Segala puji syukur yang tiada henti nenulis ucapkan kehadirat Allah SWT
atas segala Rahmat dan Hidayah-Nya, yang pada akhimya penulis dapat
menyelesaikan Laporan Akhir Praktek Kerja Nyata yang berjudul “PELAKSANAAN
PEMUNGUTAN ATAU PEMOTONGAN PPh PASAL 21 ATAS KARYAWAN
TETAP PT. ASURANSI JASA INDONESIA CABANG JEMBER” ini dengan
sempurna.

Tersusunnya laporan ini tidak terlepas dari dukungan berbagai pihak, dan
dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-
besarnya kepada pihak PT. Asuransi Jasa Indonesia Cabang Jember yang telah
memberikan kesempatan kepada penulis untuk melaksanakan kegitan Praktek Kena
Nyata di perusahaan tersebut. Dan juga penulis mengucapkan terima kasih atas
kerjasamanya yang berkenaan dengan pembenan data-data dan masukan-masukan
vang diberikan kepada penulis, dimana data-data dan masukan-masukan tersebut
sangat berguna bagi penulis sebagai bahan dalam pembuatan laporan akhir in1.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan laporan ini jauh dan sempurna,
maka dan itu penulis memohon maaf bila ada kesalahan atau hal yang tidak berkesan
baik selama melaksanakan Praktek Kerja Nyata maupun pada saat penyusunan
laporan ini. Akhir kata, semoga laporan ini dapat bermanfaat dan berguna dalam
proses pembelajaran dan pengembangan ilmu pengetahuan, terutama bagi Studi

Diploma IIl Perpajakan pada khususnya dan bagi khalayak pada umumnya.
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RT/AsUtansiasa Indohesia (Persero)
JI. Kartini No. 32

Jember 68137

Telp. :(0331) 485925 /487701

Fax. :(0331)421193

E-mail : jember@jasindonet.com

SURAT KETERANGAN

Dengan ini memberitahukan dengan sebenarnya bahwa Mahasiswa D
Perpajakan Fakultas 1lmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember, yang
bernama: _

Nama : Wida Oktaviyantini
NIM :99-1074
Fakultas : FISIP / D; Perpajakan

Telah melaksanakan Prakick Kerja Nyata di Kantor Asuransi Jasa Indonesia
( Persero ) Cabang Jember.

Demikian untuk menjadikan makJum.

Quigiman Samud.
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DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERATL PAJAK

Lembar ke-1 untuk
Lembar ke-2 unfuk -

: Kantor Pelayanan Pajak
Pemotong Pajeak

Kcﬁada Yth.

Sdr. Kepala Kantor Pelayvanan Pajak

Bersama ini diberitahukan bahwa jumlah PPh Pasal 21 dan Pasal 26 atas Pegawai yang telah dipotong dan disctor untuk

:nasa bulan o FRAUERE e tahun 2002, adalah sebesar Rp. POl
o .nn ‘Qi‘ltu"Ti 4 lﬂ.Uh' b.n‘.m, uhr‘tﬂs.Limhqu.h.Em tﬂui. AT e R A )
dengan peruician |1Cl!]C|{IS€IIF sgwagm hcﬂrﬁcul : J = P& &
A. PPh Pasal 21 dan Pasal 26 yang telah dipotong :
Golongan Pepawai Jumlah Pepawai Jumlah Penghasilan Bruto PPh yang dipotong
(1) 2) (3) (4)
1. Pepawai Tetap | ... S ARRTEREER Rp. "13'.'0'58'.'2'56','-‘- ....... Rp Y30 7sle e
2. Mantan Pegawai vang
menerima Jasa Produk-
si Tanticm, Gratifikasi
dan Honus® |\ ) e RiY; oo e e e o BOYEE: <o M s mart iy
3. Pensiunan dan Pencri-
ma Pembayaran ber-
kulo: Bainayall | ] s . R e PR DTN . ... omminsimess
4. Pegawai Ilirisn/
Mingouan W | ] ccoacinee, 55e M T P S Yol e
5. Pegawai Sangee  f Bbeiceie: vk et RPN . s
6. Pegawai Borongan | ..o Rt Al i N T A
T Pegawai Hanover T8 W1 ies siisciiminsioe LTS L) L e SR 8 SRR e
8 Penerima Honorariome | L R Rp
Y. Pemaikan Taran Dana
Pensive: pada Dana
Peitsiunn =~ (N Ryv B L] o ) | <o ERCERNOS A S
10, Pepawai dengan s
Wajib Pajak Luar
Blegerit ] s N Rp.
11, Penerima Iinbalan Jasa
(Orang Pribadi) | Rp ] R B P
. i e H e vt riymmin Bl S N, o)
JUMLAN Rp 13,038,256, = P 43075k
Piperhitungkan kelevihan sctor tahun/bulan **) sehelumnya Rp. *)
Ph Pasal 21 dan Fasal 26 atas Pegawai dengan status Wajib Pajak Luar Negeri
ang masih harus disetor/kelebihan setor tahun/bulan sehelumnya yang bhelum
tiperhitunglan B s wvvsanssscmsdaic s )y
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’Q{i[)ulmlg final :

Jumlah Pepawai

Jumlah Penghasilan Bruto

PPh yang dipotong

/Wga/nl’cnghasi]an
(1

) (2)

(3)

(4)

1. Penerima Uang Pesang-
on, Uang Tebusan Pen-
siun, Tunjangan Hari
Tua/Tabungan Hari Tua
yang di bayarkan scka-
ligus, dan Hadiah atau
Penghargaan Perlomba-
1 N N T B

2. Pctugas Dinas Luar
Asuransi dan Petugas
Petugas Barang yang
mencrima Komisi | ...

3. Pcjabat Negara, Pega-
wai Negeri Sipil. Ang-
gota ABRI dan Pcnsi-
unan yang mcncrima
Honorarium dan Im-
balan lain yang dibe-
bankan kepada Keuang-
an Negara/Dacrah

N .

R s svsoiidin cimicinasine s oas ot y

R isaiiis samssntwsssssnanes

R essacsiaii SeeTREsAT AR

JUMLAH

C. Lampiran :

I. Daftar Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 dan Pasal 26
2. Lembar ke-2 Surat Sctoran Pajak (SSP* PPh Pasal 21/26)
3. Lembar ke-2 Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 dan/atau Pasal®® sebanyak ....4....(...8@8W - cevrrrerrrnenn. ) lembar.

D. Pernyatann :

Bersama ini saya menyatakan bahwa pemberntahuan di atas adalah benar, lengkap dan tidak bersyarat.

DHST OLEH Kpp

Diterima tangeal,

.................... 20......

Petugs,

T ngan, nama dan cap

*) Untk Pemotong PP Pasal 21 Bendaharawn
Pemerinah tidak perlu mengisi.
**) Coret yang tidak perlu

KPPPh I 1/SPT.2000

Jember..... ... , .13 .Pebrugri........... 20.02,.

Pemotongan Pajak

Niama
NIPPWP

Al

o ’"T,r \1
A \}

Ly

.t !
= 2

PT, Asurensi Jasa.. Indonesia

==
AR
< Tanda tangan, nama dan cap

““Vntuns, SUpraRtos..........

o gl
LA
R

Kepsla Cabang,
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*DEPARTEMEN KEUANGAN . e )
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK SURAT SETORAN PAJAK
Untuk Arsip Waijib Pungut

KANTOR PELAYANAN PAJAK ( S S P )
atau pihak lain
by Lol d oL L L L) LT LT

iisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak vang dimilik:

AMA WP
LAMAT

5]

LEMBAR

IPWP

PI'."'la'\i‘z"ﬁﬁtfi"Jiit'n'"IiicTOﬁéii':i ...............................................................................

IV Keretnd no. 32

P/Kode Jenis Pajak Kode Jenis Setoran Uraian Pembayaran
|[l|| I|II PPR Poli21 e v,

Masa Pajak Tahun
n l Peb lMar

blolab |

Daist tahun terutangnva pajak

Apr ‘ Mei I Jun ' Jul l Agps I Sep I Okt ]Nup ] Des

anda silang pada salah san kolom bl stk merse g bert,

mor Ketetapan - L I I ' | I lLl /l I/L I ’ '/ [ I ’
tsesuat Nomor Ketetapan ST SKPKH SAIAIY L
lah Pembayaran Terbilang -—--Eupn-tmtua--ﬂgnpuluh—-&lbu--‘l‘-ujuhratua
dengan rupiah penuh
Liuwluh.-?mt..}‘upi‘h'-—_... ........................
N R | e N VA S T
kgl D0 WIS i
) e | 3 17 oRimatt et i ..h Hy ...20()2.
B el da i ”“f""’:”".“""‘”- HES fre i = Chp dan rundn%uni
we 5 o Ly - - H
WLW/ ; i o
Nama Jelas L BTG .'..‘.‘.t.......:.i.mﬂ.s..": .................... Nama Jelas Ca.Sulainon.Samud,.

Ruang Validasi Kantor Penerina Pembaviran B
f -
J | PR

—

sueti buku petungick pengision

32.01
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